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Menimbang

BUMN. Perusahaan Umum. BULOG. Pencabutan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2016
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Negara, perlu mengatur kembali
Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum)
BULOG sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum)
BULOG,;

bahwa untuk menunjang kebijakan program Pemerintah di
bidang Logistik Pangan dan pembangunan nasional, perlu
melakukan pengembangan usaha dengan menambah
tugas dan kegiatan usaha Perusahaan Umum (PERUM)
BULOG,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan
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Mengingat

Menetapkan

1.

Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (Perum)
BULOG,;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4297);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4556);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
(PERUM) BULOG.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang selanjutnya
disebut Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang
seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan
negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham,
yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta
usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya
maksud dan tujuan Perusahaan.

Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi

dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
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Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan
Pengawas untuk menilai Perusahaan dengan cara
membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan
keadaan yang seharusnya dilakukan, dalam bidang
keuangan dan/atau dalam bidang teknis operasional.
Pembubaran adalah pengakhiran Perusahaan yang
ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab
atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan
tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di
dalam maupun di luar pengadilan.

Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas
melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepada
Direksi dalam menjalankan kegiatan Pengurusan
Perusahaan.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang ditunjuk dan/atau diberi
kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku pemilik modal
pada Perusahaan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan.

Menteri Teknis adalah menteri yang mempunyai

kewenangan mengatur kebijakan sektor pertanian.
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BAB 11
PENDIRIAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Dasar Hukum Pendirian

Pasal 2
Perusahaan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum
(Perum) BULOG sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian
Perusahaan Umum (Perum) BULOG, dilanjutkan berdirinya

berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Kedua

Penugasan

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah
melanjutkan penugasan Kkepada Perusahaan untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka
ketahanan pangan nasional berupa:

a. pengamanan harga pangan pokok beras ditingkat
produsen dan konsumen;

b. pengelolaan cadangan pangan pokok beras
Pemerintah;

c. penyediaan dan pendistribusian pangan pokok beras
kepada golongan masyarakat tertentu; dan

d. pelaksanaan impor beras dalam rangka pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
dan huruf c¢ sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Selain melanjutkan penugasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dengan Peraturan Pemerintah ini,
Pemerintah memberikan penugasan kepada Perusahaan
untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam
rangka ketahanan pangan nasional berupa:
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a. pengembangan industri berbasis beras, termasuk
produksi padi/gabah serta pengolahan gabah dan
beras; dan

b. pengembangan pergudangan beras.

Dalam rangka ketahanan pangan nasional, Pemerintah

dapat memberikan penugasan khusus kepada

Perusahaan untuk melakukan:

a. pengamanan harga pangan lainnya;

b. pengelolaan cadangan pangan Pemerintah untuk
pangan lainnya;
penyediaan dan pendistribusian pangan lainnya;

d. pelaksanaan impor pangan lainnya dalam rangka
pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢ sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

e. pengembangan industri berbasis pangan lainnya; dan

f. pengembangan pergudangan pangan lainnya.

Perusahaan dapat melakukan penugasan yang diberikan

oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan hal-hal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3), kecuali penugasan untuk melaksanakan impor.

Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dilaksanakan oleh Perusahaan berdasarkan penunjukan

langsung dari Pemerintah Daerah, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sampai dengan ayat (4):

a. apabila penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sampai dengan ayat (4) menurut kajian secara
finansial tidak menguntungkan, Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah harus memberikan kompensasi
atas semua biaya yang telah dikeluarkan termasuk
margin yang diharapkan sesuai dengan tingkat
kewajaran dengan penugasan yang diberikan;

b. Perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak lain;
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